
SALINAN 

BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

NOMOR 7 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis 
belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan 
dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017; 

b. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 289-6/2017 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten 
Ponorogo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 merupakan dasar Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam melakukan Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 
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Mengingat 	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pmbentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi 
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 86 Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur 86 Undang-Undang 16 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
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11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576) 
sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6177); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 
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28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 525); 

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/ PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan 
Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 465); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 
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36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Be lanj a Daerah Tahun Anggaran 2017; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah 
Tingkat II Ponorogo pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Tahun 1996 Nomor 

19/C), 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati 
Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 5/C); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C); 

41. Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke 
Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 
2010 Nomor 2); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah 
Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten 
Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 3); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah 
Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Prekreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 4); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 3); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Ponorogo Tahun 2011 Nomor 4); 



47. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 2); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ponorogo Tahun 2011 Nomor 12); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 13); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 4); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Ponorogo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 3); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 

17); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 

1), 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6); 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 8); 
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57. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 
Nomor 5); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN NPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

Dan 

BUPATI PONOROGO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2017. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 2.102.487.838.562,54 bertambah sejumlah 
Rp. 143.689.768.798,42 sehingga menjadi sebesar Rp. 2.246.177.607.360,96 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan 

a. Semula 	 Rp. 	2.102.487.838.562,54 

b. Bertambah 	 Rp. 	143.689.768.798,42  
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 	 Rp. 	2.246.177.607.360,96 

2. Belanja 

a. Semula 	 Rp. 	2.203.837.482.786,54 

b. Bertambah 	 Rp. 	108.756.622.559,24  

Jumlah Belanja setelah Perubahan 	 Rp. 	2.312.594.105.345,78 

Defisit setelah Perubahan 	 Rp. 	(66.416.497.984,82) 



3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 
1) Semula 	 Rp. 101.349.644.224,00 

2) Berkurang 	 Rp. (30.433.146.239,18) 

b. 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 

Pengeluaran 

Rp. 70.916.497.984,82 

1) Semula 	 Rp. 0,00 

2) Bertambah 	 Rp. 4.500.000.000,00 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 4.500.000.000,00 
Rp. 66.416.497.984,82 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah 
1) Semula 	 Rp • 225.131.830.350,00 

2) Bertambah 	 Rp • 82.406.289.754,30 

b. 

Jumlah Pendapatan Ash Daerah setelah Perubahan 

Dana Perimbangan 

Rp. 307.538.120.104,30 

1) Semula 	 Rp. 1.505.591 .956.000,00 

2) Berkurang 	 Rp. (18.196. 495.300,00) 

c. 

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan 

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah 

Rp • 1.487.395.460.700,00 

1) Semula 	 Rp • 371.764 .052.212,54 

2) Bertambah 	 Rp • 79.479 .965.353,12 

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 451.244.017.565,66 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Pajak Daerah 
1) Semula 	 53.862.060.000,00 

2) Bertambah 	 6.500.000.000,00 
Rp. 
Rp. 
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Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan 	 Rp. 	60.362.060.000,00 

b. Retribusi Daerah 
1) Semula 	 Rp. 	9.215.255.000,00 

2) Bertambah 	 Rp. 	 55.000.000,00  

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan 	 Rp. 	9.270.255.000,00 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
1) Semula 	 Rp. 	1.334.021.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) 	 Rp. 	 0,00  

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah 	 Rp. 	1.334.021.000,00 

yang dipisahkan setelah Perubahan 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 
1) Semula 	 Rp. 	160.720.494.350,00 

2) Bertambah 	 Rp. 	75.851.298.745,30  

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 	 Rp. 	236.571.793.095,30 

sah setelah Perubahan 

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Dana Bagi Hasil 
1) Semula 	 Rp. 	74.674.932.000,00 

2) Bertambah 	 Rp. 	2.245.745.700,00  

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan 	 Rp. 	76.920.677.700,00 

b. Dana Alokasi Umum 
1) Semula 	 Rp. 	1.062.582.799.000,00 

2) Berkurang 	 Rp. 	(18.666.163.000,00)  

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan 	 Rp. 	1.043.916.636.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus 
1) Semula 	 Rp. 	368.334.225.000,00 

2) Berkurang 	 Rp. 	(1.776.078.000,00)  

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan 	 Rp. 	366.558.147.000,00 



(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Hibah 
1) Semula 	 Rp. 	 0,00 

2) Bertambah 	 Rp. 	4.500.000.000,00  

Jumlah Hibah setelah Perubahan 	 Rp. 	4.500.000.000,00 

b. Dana Bagi Hasil Pajak 
1) Semula 	 Rp. 	80.676.534.868,54 

2) Bertambah 	 Rp. 	21.251.490.697,12  

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan 	 Rp. 	101.928.025.565,66 

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
1) Semula 	 Rp. 	233.021.779.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) 	 Rp. 	 0,00  

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 	 Rp. 	233.021.779.000,00 

setelah Perubahan 
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Dari Pemerintah Daerah lainnya 

1) Semula 	 Rp. 	19.586.600.000,00 

2) Bertambah 	 Rp. 	5.000.000.000,00  

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Dari 	 Rp. 	24.586.600.000,00 

Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan 

e. Pendapatan lainnya 
1) Semula 	 Rp. 	38.479.138.344,00 

2) Bertambah 	 Rp. 	48.728.474.656,00 	 

Jumlah Pendapatan lainnya setelah Perubahan 	 Rp. 	87.207.613.000,00 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari: 

a. Belanja-Belanja Tidak Langsung 
1) Semula 	 Rp. 	1.433.676.051.648,30 

2) Berkurang 	 Rp. 	(49.335.773.761,91) 

Jumlah Belanja-Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 	1.384.340.277.886,39 
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b. Belanja-Belanja Langsung 
1) Semula 	 Rp. 

2) Bertambah 	 Rp. 
770.161.431.138,24 
158.092.396.321,15 

Jumlah Belanja-Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 928.253.827.459.39 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis belanja: 

a. 	Belanja Pegawai 
1) Semula 	 Rp. 972.854.977.619,76 

2) Berkurang 	 Rp. (61.884.215.949,91) 

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan 

b. Belanja Bunga 
1) Semula 	 Rp. 

Rp. 

0,00 

910.970.761.669,85 

2) Bertambah/(berkurang) 	 Rp. 0,00 

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan 

c. 	Belanja Subsidi 
1) Semula 	 Rp. 

Rp. 

0,00 

0,00 

2) Bertambah/(berkurang) 	 Rp. 0,00 

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan 

d. Belanja Hibah 
1) Semula 	 Rp. 

Rp. 

33.901.480.000,00 

0,00 

2) Bertambah 	 Rp. 9.595.000.000,00 

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan 

e. 	Belanja Bantuan Sosial 
1) Semula 	 Rp. 

Rp. 

16.407.525.000,00 

43.496.480.000,00 

2) Bertambah 	 Rp. 4.065.000.000,00 

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan 

f. 	Belanja Bagi Hasil 
1) Semula 	 Rp. 

Rp. 

6.858.533.028,54 

20.472.525.000,00 

2) Bertambah 	 Rp. 1.000.000.000,00 

Jumlah Belanja Bagi hasil setelah Perubahan Rp. 7.858.533.028,54 
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g. Belanja Bantuan Keuangan 
1) Semula 	 Rp• 394.153.536.000,00 

2) Bertambah 	 Rp• 34.142.696.488,00 

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan 

h. Belanja Tidak Terduga 
1) Semula 	 Rp• 

Rp. 

9.500.000.000,00 

398.296.232.488,00 

2) Berkurang 	 Rp• (6.254.254.300,00) 

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 3.245.745.700,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: 

a. 	Belanja Pegawai 
1) Semula 	 Rp• 73.858.860.318,24 

2) Bertambah 	 Rp• 6.319.402.865,02 

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan 

b. Belanja Barang dan Jasa 
1) Semula 	 Rp. 

Rp. 

312.857.294.865,00 

80.178.263.183,26 

2) Bertambah 	 Rp• 51.234.697.840,59 

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan 

c. 	Belanja Modal 
1) Semula 	 Rp• 

Rp. 

383.445.275.955,00 

364.091.992.705,59 

2) Bertambah 	 Rp• 100.583.295.615,54 

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 483.983.571.570,54 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 terdiri dari: 

a. 	Penerimaan sejumlah Rp. 70.916.497.984,82 
1) Semula 	 Rp. 101.349.644.224,00 

2) Berkurang 	 Rp. (30.433.146.239,18) 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 70.916.497.984,82 
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b. Pengeluaran sejumlah Rp. 4.500.000.000,00 
1) Semula 	 Rp. 	 0,00 

2) Bertambah 	 Rp. 	4.500.000.000,00  

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan 	 Rp. 	4.500.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. SILPA tahun anggaran sebelumnnya sejumlah Rp. 70.616.497.984,82 
1) Semula 	 Rp. 	101.049.644.224,00 

2) Berkurang 	 Rp. 	(30.433.146.239,18)  

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnnya setelah Perubahan 	 Rp. 	70.616.497.984,82 

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00 
1) Semula 	 Rp. 	 0,00 

2) Bertambah/(berkurang) 	 Rp. 	 0,00  

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan 	 Rp. 	 0,00 

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00 
1) Semula 	 Rp. 	 0,00 

2) Bertambah/(berkurang) 	 Rp. 	 0,00  

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 	 0,00 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00 
1) Semula 	 Rp. 	 0,00 

2) Bertambah/(berkurang) 	 Rp. 	 0,00  

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan 	 Rp. 	 0,00 

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00 
1) Semula 	 Rp. 	 0,00 

2) Bertambah/(berkurang) 	 Rp. 	 0,00  

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan 	 Rp. 	 0,00 

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 300.000. 000,00 
1) Semula 	 Rp. 	 300.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) 	 Rp. 	 0,00  

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan 	 Rp. 	 300.000.000,00 
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a. 
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: 

Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00 
1) Semula 	 Rp. 	 0,00 

2) Bertambah/ (berkurang) 	 Rp. 	 0,00 

b. 

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan 

Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 4.500.000.000,00 

Rp. 0,00 

1) Semula 	 Rp. 	 0, 00 

2) Bertambah 	 Rp. 	4.500.000.000,00 

c. 

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan 

Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00 

Rp. 4.500.000.000,00 

1) Semula 	 Rp. 	 0,00 

2) Bertambah/ (berkurang) 	 Rp. 	 0,00 

d. 

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan 

Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00 

Rp. 0,00 

1) Semula 	 Rp. 	 0,00 

2) Bertambah/(berkurang) 	 Rp. 	 0,00 

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari. Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

Lampiran I 

Lampiran II 

Lampiran III 

Lampiran IV 

Ringkasan Perubahan APBD; 

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah; 

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 
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Lampiran V 	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

Lampiran VI 	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

Lampiran VII 	Dihapus; 

Lampiran VIII 	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran ini; 

Lampiran IX 	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 
sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Ponorogo. 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 24 Oktober 2017 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. IPONG MUCHLISSONI 
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Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 24-10-2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

TTD. 

AGUS PRAMONO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 7. 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI JAWA TIMUR : 353 - 7 / 2017 

Ponorogo,  2 8 JUL 2020 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 

CATUR .E.g RTIYAWAN S.H. 
NIP. 16 :40 '07 199303 1 008 
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